WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 8% TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang :

PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PALEMBAN G,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit
pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasj Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kota Palembang
telah mengajukan permohonan rekomendasi
pembentukan unit pelaksana teknis satuan pendidikan
kepada Gubernur;

bahwa sesuai Surat Gubernur Sumatera Selatan
tertanggal 19 Desember 2017 Nomor
061/3094/VI/2017 hal Rekomendasi Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis, pembentukan unit pelaksana
teknis daerah pada Dinas Pendidikan dinyatakan tidak
memenuhi kriteria pembentukan unit pelaksana teknis
daerah dan selanjutnya dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis bidang pendidikan yang berbentuk satuan
pendidikan;

bahwa dalam hal membutuhkan unit kerja yang
bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi
pada satuan Pendidikan diwilayahnya, dapat dibentuk
koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non
struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator
dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri
tertanggal 4 Desember 2017 nomor 061/10395/0TDA
hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan di kecamatan;

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana
tercantum dalam tersebut pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ dan dalam rangka melaksanakan sebagian
kegiatan  teknis operasional dan/atau  teknis
penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan agar
pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan
berhasil guna, perlu mengatur mengenai Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu  menetapkan Peraturan  Walikota tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada

Dinas Pendidikan. )
Mengingat.....




Mengingat :

Menetapkan:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45 1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota
Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun
2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

FP

Kota adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Pendidikan Kota Palembang.

o

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Palembang.




Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.

BNO

lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD

10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah.

11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat
SMPN adalah salah satyu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah,

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil

belajar

yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah

Ibtidaiyah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

12. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan

yang
adalah

pejabat fungsional atau pegawai aparatur sipil negara lainnya yang

bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada
pendidikan di wilayah kecamatan.
BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 2

satuan

UPTD Dinas Pendidikan berupa satuan Pendidikan yang terdiri dari;

a. UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar;

b. UPT Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri atas:
1. TK Negeri Pembina I
2. TK Negeri Pembina II

¢. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas -

1 SDN 1 Palembang
2 SDN 2 Palembang
3 SDN 3 Palembang
4 SDN 4 Palembang
5 SDN 5 Palembang
6 SDN ¢ Palembang
7 SDN 7 Palembang
8 SDN g Palembang
9 SDN o9 Palembang
10 SDN 10 Palembang
11 SDN 11 Palembang
12 SDN 12 Palembang
13 SDN 13 Palembang
14 SDN 14 Palembang
15 SDN 15 Palembang
16 SDN 16 Palembang
17 SDN 17 Palembang
18 SDN 18 Palembang
19 SDN 19 Palembang
20 SDN 20 Palembang
21 SDN 21 Palembang
22 SDN 292 Palembang

............
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235 SDN 235 Palembang
236 . SDN 236 Palembang
237 SDN 237 Palembang
238 SDN 238 Palembang
239 SDN 239 Palembang
240 SDN 240 Palembang
241 SDN 241 Palembang
242 SDN 249 Palembang
243 SDN 243 Palembang
244 SDN 244 Palembang
245 SDN 245 Palembang
246 SDN 246 Palembang
247 SDN 247 Palembang
248 . SDN 248 Palembang
d. UPT Satuan Pendidikan Sekolah
1 SMPN 1 Palembang
2 SMPN 2 Palembang
3 SMPN 3 Palembang
4 SMPN 4 Palembang
5 SMPN 5 Palembang
6 SMPN ¢ Palembang
7 SMPN 7 Palembang
8 SMPN g Palembang
9 SMPN ¢ Palembang
10 SMPN 10 Palembang
11 SMPN 11 Palembang
12 SMPN 12 Palembang
13 SMPN 13 Palembang
14 SMPN 14 Palembang
15 SMPN 15 Palembang
16 SMPN 16 Palembang
17 SMPN 17 Palembang
18 SMPN 18 Palembang
19 SMPN 19 Palembang
20 SMPN 20 Palembang
21 SMPN 21 Palembang
22 SMPN 929 Palembang
23 SMPN 23 Palembang
24 SMPN 24 Palembang
25 SMPN 25 Palembang
26 SMPN 26 Palembang
27 SMPN 927 Palembang
28 SMPN 2g Palembang
29 SMPN 29 Palembang
30 SMPN 30 Palembang
al SMPN 3] Palembang
a2 SMPN 32 Palembang
33 SMPN 33 Palembang
34 SMPN 34 Palembang
85 SMPN 35 Palembang
36 SMPN 36 Palembang
37 SMPN 37 Palembang
38 SMPN 38 Palembang

Menengah Pertama, terdiri atas :




39 . SMPN 39 Palembang
40 . SMPN 4q Palembang
41 . SMPN 41 Palembang
42 . SMPN 49 Palembang
43 . SMPN 43 Palembang
44 . SMPN 44 Palembang
45 . SMPN 45 Palembang
46 . SMPN g4¢ Palembang
47 . SMPN 47 Palembang
48 . SMPN 48 Palembang
49 . SMPN 49 Palembang
S50 . SMPN 35 Palembang
51 . SMPN 31 Palembang
52 . SMPN 59 Palembang
53 . SMPN 53 Palembang
54 . SMPN 54 Palembang
S5 . SMPN 55 Palembang
56 . SMPN 54 Palembang
57 . SMPN 57 Palembang
58 . SMPN 58 Palembang
59 . SMPN 59 Palembang
60 . SMPN g0 Palembang

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur
pelaksana  kegiatan teknis  operasional dan/atau kegiatan

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Bidang Sekolah Dasar bagi UPT SDN dan Bidang
Sekolah Menengah Pertama bagi UPTD SMPN, sedangkan
pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melaluj Sekretaris

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
b. melaksanakan pengelolaan kurikulum pendidikan;
¢. melaksanakan pengelolaan kesiswaan;
d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana sekolah; dan
€. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD SDN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai
Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional Guru.
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BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUN GSIONAL
Pasal 5

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional tertenty yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jenis dan Jjumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BABV
TATA KERJA

4 ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta
instansi lain di luar Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 7

(1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6 ayat (2) adalah unit kerja non struktural yang
dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas
sekolah disamping tugasnya sebagaji pejabat fungsional, atau dari
pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.

(2) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas -

a. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah I, meliputi ;
Kecamatan Kertapati, Seberang Ulu Satu dan Gandus,
berkedudukan dji Kertapati;

b. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah II, meliputi ;
Kecamatan Seberang Uly Dua, Jakabaring dan Plaju,
berkedudukan di Seberang Ulu Dua;

¢. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah III, meliputi ;
Kecamatan Ilir Timur Satu, Ilir Timur Dua dan Ilir Timur Tiga,
berkedudukan di Ilir Timur Satu;

d. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah IV, meliputi g
Kecamatan Ilir Barat Satu, Ilir Barat Dua dan Bukit Kecil,
berkedudukan di Ilir Barat Dua;

e. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah V, meliputi :
KecamatanAlang—Alang Lebar, Sukarami dan Kemuning,
berkedudukan di Alang-Alang Lebar;

f. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Wilayah VI, meliputi ;
Kecamatan Sako, Kalidoni dan Sematang Borang, berkedudukan
di Sematang Borang.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 8

(1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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(2) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meémpunyai tugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pengelolaan sekolah dj wilayah kecamatan, dengan
uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasij layanan administrasi pengelolaan
sekolah di wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan
yang berlaku sesuai sasaran yang ditetapkan;

b. melaksanakan koordinasi administrasi peéngumpulan data
peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan dj wilayah kerjanya;

€. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan
pengolaan perlengkapan satuan pendidikan;

d. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba diwilayah kerjanya;

€. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

Pasal 9
Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berkoordinasi dengan
Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuaj dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
PENGISIAN KOORDINATOR WILAYAH
Pasal 10

(1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan jabatan non struktural, yang
dapat berasal dari pengawas sekolah atau pegawai aparatur sipil
negara lainnya.

(2) Pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas
tambahan di samping sebagai pejabat fungsional.

(3) Pegawai aparatur sipil negara lainnya yang ditunjuk sebagai Korwil
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu atau setara Diploma
Empat;

b. pangkat/ golongan ruang minimal Penata (Il /c);

c¢. tidak menduduki Jjabatan administrator atau jabatan pengawas;

d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas paling singkat 5 (lima)
tahun; dan/atau

€. pernah menjabat sebagai kepala sekolah atau kepala UPTD
Dinas Pendidikan Kecamatan.

(4) Penunjukan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan
menerbitkan surat keputusan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

a. ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota
Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016

Nomor 48);
b. Peraturan.....




b. Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009
Nomor 15); dan

C. Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Alih
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kegiatan Belajar Kota
Palembang menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 26).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota inj mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah

diundangkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal (3 MovEmgepn 2018
WALIKOTA PALEMBANG,

by

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal /2 Wovemmepglg
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

i

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR &5



